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SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN DALAM 
PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR  1  TAHUN 2009   TENTANG   
PENERBANGAN1 

Oleh : Vinewyn Makahinsade2 
 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
perbuatan yang dapat diketegorikan sebagai 
tindak pidana di dalam pesawat udara selama 
penerbangan dan bagaimana sanksi pidana bagi 
pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara 
selama penerbangan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, maka 
disimpulkan: 1. Tindak pidana di dalam pesawat 
udara selama penerbangan yakni melakukan 
perbuatan asusila, melanggar ketertiban dan 
ketentraman dalam penerbangan, mengambil 
atau merusak peralatan pesawat udara dan 
mengoperasikan peralatan elektronika yang 
mengganggu navigasi penerbangan yang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan 
penerbangan, Perbuatan-perbuatan tersebut 
dapat dikenakan sanksi pidana.  2. Sanksi 
pidana bagi pelaku tindak pidana di dalam 
pesawat udara selama penerbangan yang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan 
penerbangan dipidana dengan pidana penjara 
atau pidana denda sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukan. Sanksi pidana penjara yang 
diberlakukan mulai dari paling singkat 1 tahun 
dan paling lama 15 tahun penjara dan Pidana 
denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 
Kata kunci:  Pelaku kejahatan, pesawat udara. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan, pada bagian 
“Menimbang” dinyatakan bahwa: (a) negara 
kesatuan Republik Indonesia adalah negara 
kepulauan berciri nusantara yang disatukan 
oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-
batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan 
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oleh Undang-Undang.3       (b) bahwa dalam 
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan 
Wawasan Nusantara serta memantapkan 
ketahanan nasional diperlukan sistem 
transportasi nasional yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi, pengembangan 
wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, 
dan memperkukuh kedaulatan negara; (c) 
bahwa penerbangan merupakan bagian dari 
sistem transportasi nasional yang mempunyai 
karakteristik mampu bergerak dalam waktu 
cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat 
modal, manajemen yang andal, serta 
memerlukan jaminan keselamatan dan 
keamanan yang optimal, perlu dikembangkan 
potensi dan peranannya yang efektif dan 
efisien, serta membantu terciptanya pola 
distribusi nasional yang mantap dan dinamis; 
(d) bahwa perkembangan lingkungan strategis 
nasional dan internasional menuntut 
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peran serta swasta dan persaingan 
usaha, perlindungan konsumen, ketentuan 
internasional yang disesuaikan dengan 
kepentingan nasional, akuntabilitas 
penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah; 
(e) bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1992 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai 
lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan 
strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan 
penerbangan saat ini sehingga perlu diganti 
dengan undang-undang yang baru; (f) bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Penerbangan.4 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang 

dapat diketegorikan sebagai tindak pidana 
di dalam pesawat udara selama 
penerbangan? 

2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak 
pidana di dalam pesawat udara selama 
penerbangan ? 

                                                           
3

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan, pada bagian “Menimbang” 
4
 Ibid. 



Lex  Administratum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016 

C. METODE PENELITIAN 
Penyusunan karya ilmiah dalam bentuk 

Skripsi ini, menggunakan metode penelitian 
hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang 
digunakan sebagai penunjang dikumpulkan 
melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: 
Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan 
perundang-undangan di bidang penerbangan 
dan transportasi udara. Bahan-bahan hukum 
sekunder, terdiri dari: Literatur-literatur dan 
karya-karya ilmiah hukum yang khusus 
membahas mengenai masalah-masalah 
penerbangan; Bahan-bahan hukum tersier, 
terdiri dari kamus hukum yang digunakan untuk 
memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah 
dan pengertian yang digunakan dalam 
penulisan ini. 

 
PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara 

Selama Penerbangan  
Di samping mengatur yurisdiksi dan 

mencegah terjadinya kekosongan hukum, 
tujuan lain Konvensi Tokyo 1963 adalah 
ketertiban dan disiplin dalam pesawat udara 
yang sedang melakukan penerbangan. Hal ini 
secara tegas diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
(b) Konvensi Tokyo 1963. Berdasarkan Pasal 
tersebut telah dijamin adanya ketertiban dan 
disiplin dalam pesawat udara yang sedang 
dalam penerbangan. Dengan ketertiban dan 
disiplin tersebut jelas akan meningkatkan 
keselamatan penerbangan. Secara alamiah, 
ketertiban dan disiplin dalam pesawat udara 
erat sekali dengan tingkat keselamatan 
penerbangan. Setiap perbuatan yang 
mengganggu keselamatan penerbangan. Setiap 
perbuatan penumpang yang melanggar 
ketertiban dan disiplin dalam pesawat udara 
sangat membahayakan keselamatan 
penumpang awak pesawat udara, pesawat 
udara maupun barang-barang yang diangkut.5 

Seorang penumpang yang sedang mabuk 
dengan membawa senjata api maupun pisau 
dalam pesawat udara dapat mengancam 
penumpang yang lain atau siapa pun juga yang 
berdekatan orang tersebut atau mungkin 
pemabuk tersebut memerintahkan semua 
penumpang untuk mengelompok di salah satu 
sudut atau salah satu tempat tertentu. Tingkah 
laku penumpang demikian jelas dapat 
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mengganggu ketertiban dan disiplin dalam 
pesawat udara yang tiba gilirannya akan 
membahayakan penumpang, awak pesawat 
udara, pesawat udara maupun barang-barang 
yang diangkut.6  

Menurut Pasal 1 (1) huruf b. Konvensi Tokyo 
1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk 
pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi 
merugikan atau mengganggu ketertiban dan 
disiplin di dalam pesawat udara berlaku 
sepenuhnya. Konvensi Tokyo 1963, misalnya 
penumpang yang mabuk, mondar-mandir di 
dalam pesawat udara, teriak-teriak, memukul-
mukul dan lain-lain (unruly passenger), namun 
harus diamati apakah perbuatan tersebut 
benar-benar membahayakan. Apabila 
penumpang tersebut sekedar mabuk yang 
masih dapat mengendalikan dirinya, kapten 
penerbang tidak mempunyai wewenang 
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, 
kecuali apabila perbuatan penumpang tersebut 
sudah tidak terkendali dan akan mengganggu 
ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara, 
maka kapten penerbang berhak mengambil 
tindakan-tindakan yang diperlukan.7  

Berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 Kapten 
penerbang diberi wewenang untuk menjamin 
ketertiban dan disiplin dalam pesawat udara. 
Kapten penerbang mempunyai hak-hak dan 
kewajiban yang diatur dalam Konevnsi Tokyo 
1963. Kapten penerbang dapat mengambil 
langkah-langkah tertentu termasuk menahan 
apabila mempunyai alasan yang cukup bahwa 
penumpang tersebut melanggar ketertiban dan 
disiplin dalam pesawat udara atau tindakan-
tindakan penumpang yang melanggar 
keselamatan penerbangan.8  

Kapten penerbang juga dapat melarang 
semua pergerakan setiap penumpang dari satu 
tempat ke tempat lain yang akan mengancam 
tat tertib dan disiplin penerbangan, bahkan 
kapten penerbang dapat melucuti senjata 
penumpang yang dicurigai dan beralasan akan 
mengancam keselamatan penumpang lainnya 
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Konvensi Tokyo 1963 di samping berhak 
menahan tertuduh yang dicurigai. Lebih lanjut 
awak pesawat udara atau penumpang atas 
nama kapten penerbang juga dapat mengambil 
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langkah-langkah pencegahan penumpang lain 
yang akan meninggalkan tempat duduk yang 
lain apabila tindakan tersebut diperlukan untuk 
mencegah terjadinya perkelahian atau akan 
menimbulkan kekacauan dalam penerbangan.9 

Kapten penerbang juga berhak menurunkan 
setiap orang apabila cukup alasan orang 
tersebut akan melakukan tindakan atau 
mungkin melakukan tindakan apakah tindakan 
pidana pelanggaran atau kejahatan asal 
tindakan tersebut membahayakan penumpang, 
awak pesawat udara, pesawat udara, maupun 
harta benda yang diangkut. Kapten penerbang 
dapat menyerahkan kepada pejabat berwenang 
di negara peserta Konvensi Tokyo 1963 setiap 
orang yang menurut pendapatnya orang 
tersebut melakukan tindak pidana pelanggaran 
atau kejahatan berdasarkan hukum nasional 
negara pendaftar pesawat udara. Semua 
tindakan yang diperlukan oleh kapten 
penerbang anggota awak pesawat udara 
termasuk penumpang yang diatur dalam 
Konvensi Tokyo 1963 tersebut di muka 
dimaksudkan untuk melindungi keselamatan 
penumpang awak pesawat udara, pesawat 
udara maupun barang-barang yang diangkut.10 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Penerbangan, menyatakan: 
Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan dilarang melakukan:  
a. perbuatan yang dapat membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan;  
b. pelanggaran tata tertib dalam 

penerbangan; 
c. pengambilan atau pengrusakan peralatan 

pesawat udara yang dapat membahayakan 
keselamatan; 

d. perbuatan asusila;  
e. perbuatan yang mengganggu 

ketenteraman; atau  
f. pengoperasian peralatan elektronika yang 

mengganggu navigasi penerbangan. 
Pasal 55 menyatakan: “Selama terbang, 

kapten penerbang pesawat udara yang 
bersangkutan mempunyai wewenang 
mengambil tindakan untuk menjamin 
keselamatan, ketertiban, dan keamanan 
penerbangan”. Pasal 56 ayat: 
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(1) Dalam penerbangan dilarang 
menempatkan penumpang yang tidak 
mampu melakukan tindakan darurat pada 
pintu dan jendela darurat pesawat udara. 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan;  
b. pembekuan sertifikat; dan/atau  
c. pencabutan sertifikat. 

Pasal 57 menyatakan: “Ketentuan lebih 
lanjut mengenai keselamatan dan keamanan 
dalam pesawat udara, kewenangan kapten 
penerbang selama penerbangan, dan 
pemberian sanksi administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri”. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/95. 
Semua calon penumpang pesawat udara, 
penumpang khusus, awak pesawat udara, calon 
jemaah haji, dokumen penumpang peswat 
udara, bagasi tercatat (check baggage), bagasi 
kabin (cabin baggage), cargo maupun pos 
harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas 
keamanan (security personnel) untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan penerbangan. Di 
samping itu, petugas keamanan (security 
personnel) juga harus mengawasi jalur dari 
check-in counter ke ruang tunggu dan sisi udara 
(air side), jalur menuju peswat udara dan 
sebaliknya berikut.11 

Setiap calon penumpang pesawat udara, 
harus diperiksa oleh petugas keamanan 
(security personnel) Bandar udara baik 
pemeriksaan secara fisik dan/atau 
menggunakan alat bantu pemeriksaan. 
Pemeriksaan tersebut dapat menggunakan alat 
bantu yang diselingi dengan pemeriksaan 
secara fisik dengan cara diacak. Setiap calon 
penumpang peswat udara yang dicurigai harus 
diperika secara fisik lebih intensif. Petugas 
keamanan Bandar udara berhak melarang 
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terbang calon penumpang yang menolak dan 
yang tidak mau diperiksa secara fisik maupun 
dengan menggunakan alat bantu. Apabila 
petugas kemanan (security personnel) bendar 
udara memberitahukan kepada perusahaan 
penerbangan bahwa calon penumpang tidak 
mau diperiksa, perusahaan penerbangan 
sebagai pengangkut harus menolak 
keberangkatan calon penumpang yang tidak 
mau diperiksa oleh petugas keamanan 
penerbangan. Perusahaan penerbangan 
sebagai pengangkut wajib memberitahu alasan 
penolakan keberangkatan kepada calon 
penumpang yang bersangkutan. Perusahaan 
penerbangan sebagai pengangkut wajib 
menyediakan blanko identitas yang memuat 
nama, alamat pemiliki untuk diisi dan dipasang 
oleh penumpang pada bagasi kabinnya. 
Perusahaan penerbangan sebagi pengangkut 
harus menempatkan petugas keamanan 
(security personnel) dan bekerja sama dengan 
petugas keamanan (security personnel) Bandar 
udara untuk melaksanakan pemeriksaan 
penumpang. Perusahaan penerbangan yang 
mengangkut calon penumpang harus 
menempatkan petugas yang berwenang di 
ruang tunggu untuk melakukan pemeriksaan 
pas naik (boarding pass) calon penumpang yang 
akan naik ke peswat udara sesuai dengan 
tujuan masing-masing.12 

Calon penumpang pesawat udara anak-anak 
di bawah umur 8 tahun harus disertai dengan 
pengantar atau orang yang bertanggung jawab 
baik awak pesawat udara atau orang yang 
bertanggung jawab baik calon penumpang 
wanita hamil tua 8 bulan harus disertai dengan 
surat keterangan dokter. Orang sakit yang tidak 
dapat berjalan sendiri harus disertai dengan 
surat keterangan dokter dan disertai dengan 
pengantar, sedangkan pengangkutan jenazah 
harus disertai dengan surat keterangan dari 
instansi kesehatan. Pengangkutan orang gila, 
orang tahanan atau deportee harus dikawal 
oleh petugas yang berwenang. Perusahaan 
penerbangan yang mengangkut harus menolak 
calon penumpang anak-anak yang tidak disertai 
pengantar dengan surat keterangan dokter, 
orang sakit yang tidak dapat berjalan sendiri 
tidak disertai dengan surat keterangan dokter 
dan pengantar, jenazah yang tidak disertai 
dengan surat keterangan dari instansi yang 

                                                           
12

 Ibid, hal. 95. 

berwenang, orang gila yang tidak dikawal, 
tahanan maupun deportee yang tidak dikawal 
oleh petugas yang berwenang. Demikian pula 
perusahaan penerbangan yang akan 
mengangkut juga dapat menolak calon 
penumpang yang mabuk, buron atau dicurigai 
berdasarkan informasi petugas yang 
berwenang.13 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan, mengatur mengenai 
Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum 
Pasal 344 menyatakan: Setiap orang dilarang 
melakukan tindakan melawan hukum (acts of 
unlawful interference) yang membahayakan 
keselamatan penerbangan dan angkutan udara 
berupa: 

a. menguasai secara tidak sah pesawat udara 
yang sedang terbang atau yang sedang di 
darat; 

b. menyandera orang di dalam pesawat udara 
atau di bandar udara; 

c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah 
keamanan terbatas bandar udara, atau 
wilayah fasilitas aeronautika secara tidak 
sah; 

d. membawa senjata, barang dan peralatan 
berbahaya, atau bom ke dalam pesawat 
udara atau bandar udara tanpa izin; dan 

e. menyampaikan informasi palsu yang 
membahayakan keselamatan penerbangan. 
Pasal 345 ayat: 

(1) Otoritas bandar udara, unit penyelenggara 
bandar udara, badan usaha bandar udara, 
dan/atau badan usaha angkutan udara 
wajib menanggulangi tindakan melawan 
hukum. 

(2) Penanggulangan tindakan melawan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dalam bentuk program 
penanggulangan keadaan darurat. 

Pasal 346: Dalam hal terjadi tindakan 
melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 344 huruf a dan huruf b, Menteri 
berkoordinasi serta menyerahkan tugas dan 
komando penanggulangannya kepada institusi 
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
keamanan. Pasal 347: Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan prosedur 
penanggulangan tindakan melawan hukum 
serta penyerahan tugas dan komando 
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penanggulangan diatur dalam Peraturan 
Menteri. 

Perkembangan teknologi penerbangan 
sangat berperan terhadap ekonomi nasional 
maupun internasional suatu bangsa, 
memperpendek jarak satu negara dengan 
negara lain, memlihara perdamaian dunia, 
mendekatkan pergaulan hidup bangsa satu 
dengan bangsa yang lain, mempercepat 
kominikasi satu negara dengan negara lain 
serta menciptakan saling pengertian satu 
bangsa dengan bangsa lain.14 

Di samping keuntungan-keuntungan 
tersebut di atas perkembangan teknologi 
penerbangan juga menimbulkan berbagai 
masalah yang sulit dipecahkan oleh masyarakat 
internasional. Penerbangan yang bersifat cepat 
dari satu negara ke negara lain, tanpa 
memperhatikan batas suatu negara terhadap 
negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
tindak pidana oleh pembajak.15 

Pembajakan udara merupakan kejahatan 
penerbangan sipil yang pada umumnya paling 
tidak disenangi oleh pejabat pemerintah khusus 
para pejabat pernerbangan sipil serta 
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 
penerbangan sipil, namun demikian, 
pembajakan udara (hijacking) akan terus 
berlangsung selama adanya angkutan udara 
sipil, apapun motifnya, siapapun pelakunya 
serta apapun jenis angkutannya apakah 
internasional maupun domestik.16 
   
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Di Dalam Pesawat Udara Selama 
Penerbangan  

Keistimewaan norma hukum itu justeru 
terletak pada sifatnya yang memaksa dengan 
sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat 
kekuasaan negara yang berusaha agar 
peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. 
Setiap norma paling tidak mempunyai 
beberapa unsur, yaitu: 

a. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu; 

b. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu 
berlaku; 
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c. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu 
dibuat; 

d. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah 
yang akan dikenakan kepada orang yang 
melanggar atau tidak mematuhi norma itu.17 
Hukum pidana adalah hukum yang 

mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. 18   Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan 
hakim.19  

Pada dasarnya tindak pidana adalah 
perbuatan atau serangkaian perbuatan yang 
padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan 
demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat 
dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak 
pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang 
melakukan tindak pidana tersebut menjadi 
bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung 
jawaban pidana.20 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan, menyatakan dalam Pasal 
412 ayat: 
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara 

selama penerbangan melakukan perbuatan 
yang dapat membahayakan keamanan dan 
keselamatan penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan melakukan perbuatan 
yang melanggar tata tertib dalam 
penerbangan, sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengambil atau 
merusak peralatan pesawat udara yang 
membahayakan keselamatan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengganggu 
ketenteraman, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(5) Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengoperasikan 
peralatan elektronika yang mengganggu 
navigasi penerbangan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan 
kerusakan atau kecelakaan pesawat dan 
kerugian harta benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat 
tetap atau matinya orang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun.21 

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti 
menyatakan seseorang bersalah tanpa ada 
akibat yang pasti terhadap keselahan tersebut. 
Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya, 
jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” 
maka di sini pemidanaan merupakan 
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 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan 

perwujudan dari celaan tersebut. 22  Tujuan 
pemidanaan  dapat dilihat melalui dasar 
pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan 
pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana 
ada tiga teori, yaitu sebagai berikut:23 
1. Teori absolut 

Menurut teori absolut, tujuan dari 
pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 
sendiri. “… barang siapa yang melakukan 
suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan 
hukuman pidana…”Teori ini disebut juga 
teori pembalasan, karena bersifat 
pembalasan (vergelding). Hukuman 
dijatuhkan karena ada dosa. 

2. Teori relatif 
Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan 
adalah untuk: 
a. Mencegah terjadinya kejahatan; 
b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 

tidak melakukan kejahatan; 
c. Memperbaiki orang yang melakukan 

tindak pidana; 
d. Memberikan perlindungan kepada 

masyarakat terhadap kejahatan. 
Teori ini disebut juga teori tujuan, karena 
menitikberatkan pada tujuan hukuman. 
Ancaman hukuman perlu supaya manusia 
tidak melanggar. 

3. Teori gabungan 
Menurut teori gabungan, yang merupakan 
kombinasi antara teori absolut dan teori 
relatif, tujuan penjatuhan pidana karena 
orang tersebut melakukan kejahatan dan 
agar ia tidak melakukan kejahatan.24  
Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel 

(belanda) dan von Liszt (jerman) mengatakan 
bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah 
niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah 
pelanggar mengulangi perbuatannya atau 
mencegah bakal pelanggar melaksanakan 
perbuatan jahat yang direncanakannya.25 Van 
hamel menunjukkan bahwa prefensi khusus 
suatu pidana ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur 

menakutkan supaya mencegah penjahat 
yang mempunyai kesempatan untuk tidak 
melaksanakan niat buruknya; 
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2. Pidana harus mempunyai unsur 
memperbaiki terpidana; 

3. Pidana mempunyai unsur membinasakan 
penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; 

4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah 
mempertahanakan tata tertib hukum (G. A. 
van Hamel, Inleiding tot de Studie van het 
Ned Strafrecht, Haarlem : De Erven F. Bohn, 
1929, hlm 49.).26 
Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah 

bagian dari pada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:27  
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana 

yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa 
melanggar larangan tersebut 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa 
kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang 
diancamkan 

3. Menentukan dengan cara bagaimana 
pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila 
ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut Pentingnya pemahaman 
mengenai permasalahan pokok hukum 
pidana dalam suatu undang-undang erat 
kaitannya dengan terpenuhinya fungsi 
hukum pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 

Tahun 2006  tentang Pengesahan International 
Conventional For The Suppression Of Terrorist 
Bombings, 1997 (Konvensi Internasional 
Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997. 
Konvensi Internasional Pemberantasan 
Pemboman Oleh Teroris, 1997.  

Pasal 6 ayat: 
1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil 

tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk 
memberlakukan yurisdiksinya atas 
kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan 
dalam Pasal 2, apabila: 
a. Kejahatan tersebut dilakukan di dalam 

wilayah Negara yang bersangkutan; 
b. Kejahatan tersebut dilakukan di atas 

pesawat terbang berbendera Negara yang 
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Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Rineka  Cipta, 
Jakarta. 2008. hal.1. 

bersangkutan atau pesawat terbang 
terdaftar berdasarkan peraturan 
perundang-undangan Negara yang 
bersangkutan pada saat kejahatan 
tersebut dilakukan; 

c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
warganegara, dari Negara yang 
bersangkutan. 

2. Suatu Negara Pihak juga dapat membentuk 
yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan jika: 
a. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap 

warga negara dari Negara tersebut, 
b. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap 

fasilitas Negara atau pemerintah Negara 
tersebut di luar negeri, termasuk 
perwakilan diplomatik atau konsuler 
Negara yang bersangkutan; 

c. Kejahatan tersebut dilakukan oleh orang 
yang tidak memiliki kewarganegaraan yang 
biasa bertempat tinggal di dalam wilayah 
Negara yang bersangkutan; 

d. Kejahatan tersebut dilakukan sebagai 
upaya untuk memaksa Negara yang 
bersangkutan untuk melakukan atau tidak 
melakukan suatu tindakan: 

e. Kejahatan tersebut dilakukan di atas 
pesawat yang dioperasikan oleh 
Pemerintah Negara yang bersangkutan. 

Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka 
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur 
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah 
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar 
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran 
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini 
hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.28 

Keselamatan dan keamanan penerbangan 
khususnya bagi penumpang selama 
penerbangan hanya dapat dilaksanakan secara 
efektif apabila terpenuhinya persyaratan 
keselamatan dalam pemanfaatan selama 
penerbangan dan pengendalian serta 
pengawasan tindakan melawan hukum melalui 

                                                           
28

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007, hal. 209. 



Lex  Administratum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016 

keterpaduan pemanfaatan sumber daya 
manusia, fasilitas, dan prosedur penerbangan 
yang perlu diperhatikan pihak-pihak yang 
terkait dengan upaya perlindungan keamanan 
bagi penumpang dan barang di dalam pesawat 
udara selama penerbangan. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 

diketegorikan sebagai tindak pidana di 
dalam pesawat udara selama penerbangan 
yakni melakukan perbuatan asusila, 
melanggar ketertiban dan ketentraman 
dalam penerbangan, mengambil atau 
merusak peralatan pesawat udara dan 
mengoperasikan peralatan elektronika yang 
mengganggu navigasi penerbangan yang 
dapat membahayakan keamanan dan 
keselamatan penerbangan, Perbuatan-
perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi 
pidana.   

2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di 
dalam pesawat udara selama penerbangan 
yang dapat membahayakan keamanan dan 
keselamatan penerbangan dipidana dengan 
pidana penjara atau pidana denda sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan. 
Sanksi pidana penjara yang diberlakukan 
mulai dari paling singkat 1 tahun dan paling 
lama 15 tahun penjara dan Pidana denda 
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 
 

B. Saran 
1. Untuk mencegah bentuk-bentuk perbuatan 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana di dalam pesawat udara selama 
penerbangan diperlukan peningkatan 
pengendalian dan pengawasan yang efektif 
mengenai persyaratan keselamatan dan 
keamanan penerbangan, penjaminan 
keamanan terhadap orang dan barang di 
pesawat udara selama penerbangan dari 
tindakan melawan hukum yang dapat 
terjadi selama penerbangan.  

2. Mengingat kejahatan penerbangan dapat 
mengancam keselamatan para penumpang, 
pesawat udara sangat merugikan 
perkembangan angkutan udara 
internasional dan kepercayaan masyarakat 

terhadap keamanan penerbangan sipil, 
maka perlu dicegah dan bagi pelakunya 
harus dikenakan hukuman yang berat. 
Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku 
tindak pidana di dalam pesawat udara 
selama penerbangan dalam 
pelaksanaannya perlu dilaksanakan dengan 
memperhatikan kerugian yang timbul 
akibat perbuatan tersebut sehingga pidana 
penjara paling lama dan denda paling 
banyak sesuai unsur-unsur tindak pidana 
yang terjadi perlu diterapkan.  
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